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Abstrak  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah, belanda modal dan tingkat akses internet terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada 

Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2023. Data penelitian diperoleh dari 

data sekunder dengan bersumber dari publikasi pada website resmi lembaga pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan dan dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kalimantan Selatan. Total data yang 

dikumpulkan dari 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 65 data, dengan 

Teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat 

pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Belanja modal 

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website pemerintah daerah di Provinsi 

Kalimantan Selatan, dan Tingkat Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan 

LKPD pada Website Pemerintah Daerah di Provinsi kalimantan Selatan. 

Kata Kunci: Ketergantungan Pemerintah Daerah; Belanda Modal; Akses Internet; LKPD 

 

Abstract 

This study aims to examine and analyze the impact of local government dependence, capital expenditure, 

and internet accessibility on the level of Local Government Financial Report (LKPD) disclosure in the 

South Kalimantan Province during the period of 2019-2023. The research data were obtained from 

secondary data sources, including publications on the official website of the South Kalimantan 

Provincial Government and the Central Bureau of Statistics of South Kalimantan. A total of 65 data 

points were collected from 11 regencies and 2 cities in the South Kalimantan Province. The data 

analysis technique employed was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate 

that the level of local government dependence has a significant negative impact on the level of LKPD 

disclosure on the local government websites in the South Kalimantan Province. Meanwhile, capital 

expenditure and internet accessibility were found to have no significant impact on the level of LKPD 

disclosure on the local government websites in the South Kalimantan Province.. 

 

Keywords: Local Government Dependence; Capital Expenditure; Internet Accessibility; Local 

Government Financial Report (LGFR) 

 

PENDAHULUAN   
E-government merupakan agenda global yang disponsori oleh World Bank dan United Nation. 

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global juga mengimplementasikan e-government melalui 

pengembangan website resmi oleh lembaga pemerintah. Pemerintah Provinsi di Indonesia telah 

mengembangkan website resmi untuk menyediakan informasi publik secara terbuka dan efisien. Namun, 

ketersediaan dan aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di website resmi 

Pemerintah Daerah masih belum optimal. Penelitian sebelumnya oleh Martani, et al (2013) menemukan 

bahwa pengungkapan informasi keuangan seperti LKPD pada website resmi masih berada di bawah 

10% pada tahun 2013.  
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Menurut Stanić (2018), transparansi anggaran/keuangan pemerintah dipengaruhi oleh faktor 

keuangan, politik, dan penduduk serta media. Faktor keuangan memainkan peran penting dalam 

pengungkapan informasi pemerintah. Sumber dana Pemerintah Daerah terbagi menjadi tiga kategori: 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Namun, tingkat 

kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia masih rendah, yaitu berkisar antara 45% hingga 57% per 

tahunnya. Oleh karena itu, dana perimbangan menjadi sumber dana yang sangat diperlukan.  

Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan pengeluaran dana masyarakat dalam bentuk 

belanja daerah. Belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti 

yang ditunjukkan oleh penelitian Tampubulon (2019) dan Utami & Indrajaya (2019). Namun, 

pengalokasian Belanja modal pada Pemerintah Provinsi masih cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, 

belanja modal merupakan salah satu variabel yang akan diteliti pada penelitian ini.  

Faktor lain yang mempengaruhi transparansi keuangan pada website pemerintah adalah aspek 

kependudukan dan media, yang terkait dengan perkembangan teknologi internet. Penelitian Rahim & 

Martani (2016) menunjukkan bahwa tingkat akses internet yang meningkat mempengaruhi 

pengungkapan informasi keuangan di website pemerintah. Namun, Caba Pérez et al. (2014) tidak 

menemukan hasil yang sama. Oleh karena itu, variabel Tingkat Akses Internet dipilih sebagai variabel 

lain yang akan diteliti dalam penelitian ini.  

Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) secara terbuka dan transparan melalui website resmi. Namun, pengungkapan LKPD di 

Kalimantan Selatan masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh tiga variabel bebas, yaitu Tingkat Ketergantungan Pemerintah Pusat, Belanja modal, dan 

Tingkat Akses Internet, terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan 

mencakup periode 2019-2023. 

Teori keagenan, yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan masalah 

keagenan yang muncul dari perikatan dua belah pihak. Masalah keagenan ini dapat berupa pilihan buruk 

(adverse selection) dan masalah agensi yang dapat mengarah pada bencana moral (moral hazard) 

(Gudono, 2017). Teori keagenan ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan konflik tata kelola di sektor 

publik, di mana badan legislatif mendelegasikan kewenangan kepada badan eksekutif untuk mengelola 

pemerintahan (Halim & Abdullah, 2006). Teori keagenan sektor publik menjelaskan hubungan kontrak 

tata kelola antara rakyat dengan badan eksekutif, di mana badan eksekutif diharapkan bersikap 

transparan atas informasi yang memuat kepentingan masyarakat. 

Pemerintah Provinsi diwajibkan mengolah informasi keuangan dan menyajikannya dalam 

bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD terdiri dari 7 laporan keuangan, yaitu: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), 3) 

Neraca, 4) Laporan Operasional (LO), 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 6) Laporan Arus Kas 

(LAK) dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). LKPD harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan, 2019). 

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan merupakan prinsip good governance yang penting. 

Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tata kelolanya melalui 

pengungkapan informasi keuangan, termasuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan 

transparansi adalah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sutaryo & 

Amanu, 2020). Namun, fenomena menunjukkan bahwa banyak Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Daerah yang belum mempublikasikan LKPD secara lengkap pada website resminya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat 

pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.  

 

METODE 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik. 

Populasi penelitian adalah sebanyak 11 Pemerintah Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota di Kalimantan 

Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengakses website terkait 

untuk mengumpulkan data. Data dianalisis menggunakan SPSS Statistic 25 dengan analisis uji regresi 
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linear berganda. Tahapan analisis data meliputi: 1) Uji Asumsi Klasik, yaitu uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas, 2) Analisis Multivariat (Regresi Linier 

Berganda) untuk menguji hipotesis dan mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen, 3) Uji Parsial (uji t) untuk menguji koefisien regresi secara parsial, 4) Uji Simultan (uji F) 

untuk menguji keberartian regresi ganda, dan 5) Koefisien Determinasi (R2) untuk melihat seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Hasil 

Analisis Deskriptif Statistik 
Data penelitian yang dikumpulkan melalui akses website Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan adalah sebanyak 65 data untuk masing-masing variabel. Jumlah tersebut merupakan 

akumulasi dari total 11 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kaliamantan Sleatan dikali dengan periode 

data selama 5 tahun (2019-2023).  
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

Kriteria Pengukuran Skala Jumlah (N) 

Tidak Mengungkapkan LKPD pada webiste 1 15 

Mengungkapkan 1 jenis LKPD 2 10 

Mengungkapkan 2-3 LKPD 3 10 

Mengungkapkan 4-5 LKPD 4 9 

Mengungkapkan 6-7 LKPD 5 21 

Total  65 

 
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Variabel 
Jumlah 

(N) 

Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

Nilai Rata-

Rata (Mean) 
Standar Deviasi 

Tingkat Ketergantungan (X1) 65 44 96 74,17 11,6 

Belanja Modal (X2) 65 101.811.447 697.624.727 291.207.810 146.229.001 

Tingkat Akses Internet (X3) 65 34% 76% 64% 7,9 

 

Uji Normalitas 

Pengujian normalitas pada penelitian ini data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila 

p>0,05, sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal apabila p<0,05. 
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas K-V 

  Unstandardized Residual 

N  65 

Normal Parameters Mean .0000000 

 Std. Deviation .46456065 

Most Extreme Differences Absolute .103 

 Positive .087 

 Negative -.103 

Test Statistic  .103 

Asymp Sig (2-tailed)  0.85 

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, terdapat nilai asymp sig sebesar 0,085 > 0,05 maka 

dapat di simpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) merupakan suatu metode 

statistik untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen, dalam penelitian ini yaitu Tingkat 

pengungkapan LKPD, dengan beberapa variabel independent dalam penelitian ini yaitu Tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah, belanja modal dan tingkat akses internet. Tujuan dari analisis ini 

adalah untuk memodelkan hubungan antara variabel-variabel tersebut dan untuk memprediksi nilai 

variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen. 
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Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficient 
  

Collinearity 

Statistics 

 B Std. Error Beta t Sig Tolerance VIF 

Constant 3.659 1.796  2.037 .046   

X1 -.350 0.75 -.520 -4699 .000 .936 1.069 

X2 -4653197 26504284 -.019 -.176 .861 .998 1.002 

X3 .600 .845 .079 .710 .480 .936 1.068 

Berdasarkan tabel tersebut, Dapat dilihat bahwa model regresi linear bergada adalah Y = 3,659 

– 0,350X1 – 4.653.197X2 + 0,600X3. Konstanta (3,659) menunjukkan bahwa jika semua variabel 

independen bernilai 0, maka nilai Y (Tingkat Pengungkapan LKPD) adalah 3,659. Koefisien regresi 

untuk masing-masing variabel independen adalah X1 (Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah) 

sebesar  -0,350, artinya bahwa setiap peningkatan 1% dalam tingkat ketergantungan pemerintah daerah, 

maka tingkat pengungkapan LKPD akan menurun sebesar 0,350. X2 (Belanja Modal) sebesar -

4.653.197 artinya bahwa setiap peningkatan Rp1 dalam belanja modal, maka tingkat pengungkapan 

LKPD akan menurun sebesar Rp 4.653.197. X3 (Tingkat Akses Internet) sebesar 0,600, artinya bahwa 

setiap peningkatan 1% dalam tingkat akses internet, maka tingkat pengungkapan LKPD akan meningkat 

sebesar 0,600. 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Nilai Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel 

bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika Adjusted R2 semakin besar (mendekati satu), maka 

sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar, begitu pula sebaliknya.  

 
Tabel 5. Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .54 .29 .26 .41625 

Berdasarkan uji koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R2  sebesar 0,26 atau 

dapat dikatakan juga nilai Adjusted R2 sebesar 26%, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 26% 

menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen secara simultan sebesar 26%, dapat dikatakan 

juga bahwa pengaruh independent secara simultan kurang signifikan karena nilai 0,26 jauh dari nilai 1.  

 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial 
Tabel 6. Uji Parsial 

Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficient 
  

 B Std. Error Beta t Sig 

Constant 3.659 1.796  2.037 .046 

X1 -.350 0.75 -.520 -4699 .000 

X2 -4653197 26504284 -.019 -.176 .861 

X3 .600 .845 .079 .710 .480 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Sig variabel Tingkat Ketergantungan 

pemerintah Daerah (X1) sebesar 0,000 < α=0,05 dan nilai koeffisien sebesar -0,350, maka variabel 

Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah  berpengaruh negative signifikan terhadap Pengungkapan 

LKPD di website. Nilai Sig variabel Belanja Modal (X2) sebesar 0,861 >  α=0,05, maka variabel Belanja 

Modal tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan LKPD di website. Nilai Sig variabel Akses Internet 

(X3) sebesar 0,480 > α=0,05, maka variabel Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan 

LKPD di website. 

 

Uji Simultan 
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Tabel 7. Uji Parsial 

Model  
Sum of 

Square 
Df 

Mean 

Square 
F Sig 

1 Regression 4.440 3 1.480 8.542 .000 

 Residual 10.569 61 .173   

 Total 15.009 64    

 

Berdasarkan hasil uji simultan tersebut, dapat dilihat bahwa nilai Sig sebesar 0,000 < α=0,05. 

Maka dapat disimpukan bahwa variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (X1), Belanja 

Modal (X2) dan Akses Intenet (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pengungkapan LKPD di 

website.  

 

Pembahasan  

Pembahasan Deskriptif 

Variabel Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website Pemerintah Provinsi diukur dengan skala 

pengungkapan 1-5. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa, 21 kabupaten/kota di Kalimantan 

Selatan memiliki skala pengungkapan 5, artinya mereka telah mengungkapkan LKPD di website resmi 

pemerintahan daerahnya selama periode 2019-2023 dan 15 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum 

mengungkapkan LKPD di website resmi Pemerintah Daerahnya. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berkisar antara 44% (Kabupaten Tanah Laut) hingga 96% 

(Kabupaten Balangan). Belanja Modal berkisar antara Rp101.811.447,00 (Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan) hingga Rp697.624.727,00 (Kota Banjarmasin). Tingkat Akses Internet berkisar antara 34% 

(Kabupaten Tanah Bumbu) hingga 76% (Kabupaten Hulu Sungai Utara). 

 

Pembahasan 

Pengaruh Tingat Ketergantungan terhadap Pengungkapan LKPD di Website 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah (X1) 

berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD pada website resmi Pemerintah Daerah (Y). 

Artinya, semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah, maka semakin rendah tingkat 

pengungkapan LKPD. Hal ini tidak sejalan dengan teori keagenan sektor publik yang menyatakan 

bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan transparansi informasi keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Tapin, Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu 

Sungai Tengah, Kotabaru, Balangan, dan Banjar, memiliki tingkat ketergantungan lebih dari 80% 

namun cenderung tidak mengungkapkan LKPD pada website resmi Pemerintah Daerah. Sebaliknya, 

Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota 

Banjarbaru, memiliki tingkat ketergantungan rendah dan cenderung mengungkapkan LKPD pada 

website resmi Pemerintah Daerah. 

 

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pengungkapan LKPD di Website 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Modal (X2) tidak berpengaruh terhadap Tingkat 

Pengungkapan LKPD pada Website Resmi Pemerintah Daerah (Y). Data menunjukkan bahwa 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki alokasi belanja modal yang paling sedikit, namun memiliki 

pengungkapan LKPD yang baik dengan skala 5. Sebaliknya, Kabupaten Tapin, Kotabaru, dan Balangan 

memiliki alokasi belanja modal yang besar, namun memiliki pengungkapan LKPD yang tidak baik 

dengan skala 1-2. Artinya, alokasi belanja modal yang besar tidak menjamin bahwa Pemerintah Daerah 

akan mengungkapkan informasi keuangan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa teori 

keagenan sektor publik tidak berlaku secara efektif dalam praktiknya. Pemerintah Daerah yang memiliki 

alokasi belanja modal yang besar tidak selalu memiliki tingkat pengungkapan LKPD yang baik. 

Sebaliknya, Pemerintah Daerah yang memiliki alokasi belanja modal yang sedikit dapat memiliki 

tingkat pengungkapan LKPD yang baik.  

 

Pengaruh Akses Internet  terhadap Pengungkapan LKPD di Website 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akses internet tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada website resmi 
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Pemerintah Daerah. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa internet dapat memudahkan 

implementasi kebijakan e-government dan partisipasi masyarakat melalui akses informasi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi 

keuangan daerah, keterbatasan kemampuan digital masyarakat dalam mengakses dan memahami 

informasi keuangan daerah, serta kurangnya minat masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, 

sehingga mereka tidak memanfaatkan akses internet untuk mencari informasi tersebut. 

 

SIMPULAN 
Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat 

pengungkapan LKPD pada website Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan 

data penelitian, besaran porsi Dana Perimbangan dalam komposisi Pendapatan Daerah yang seharusnya 

mencerminkan beban tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat untuk pelaporan ternyata belum mampu 

memotivasi Pemerintah Daerah secara signifikan untuk mengungkapkan LKPD lengkap pada website 

resminya. Hasil penelitian ini dapat menjadi ide bagi pengembangan penelitian selanjutnya. 

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD di website pemerintah 

daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan sector publik, 

yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan 

publik, dan bahwa asimetri informasi antara pemerintah daerah dan publik dapat membuat pemerintah 

daerah tidak memiliki insentif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Tingkat Akses Internet tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD pada Website 

Pemerintah Daerah di Provinsi kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan oleh faktor lain seperti 

kesadaran masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menganalisis informasi LKPD 

lebih berpengaruh. 

Pemerintah Pusat perlu meningkatkan ketegasan pengungkapan LKPD secara online melalui 

pembuatan regulasi yang lebih tegas dan jelas, termasuk sistem reward dan punishment yang efektif, 

untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang 

tinggi dalam pengungkapan LKPD secara online. 

Penelitian lanjutan sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan variabel independen dari 

aspek politik, seperti Persaingan Politik dan Status Kepala Daerah, untuk memperkaya pemahaman 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD pada website Pemerintah 

Daerah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan untuk menganalisis peran serta 

partisipasi masyarakat dalam memantau dan menilai kualitas pengungkapan LKPD, sehingga dapat 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti. 
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